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EPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMA TERA SELATAN
NOMOR 742 TAHUN 2010
TENTANCG
PEMRERIAN IZIN OPERASNI INAL PENINRIAN

RAUDHATUL ATHFAL Al BAROKAH
KRARUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KREPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang a

Mengingal

b

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Mentenn Agama  Nomor 90 Tahun 2001 tentang
Penyelengpgaraan Pendidikan Madrasah, perlu membenkan nn
operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di hingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provins: Sumatera Selatan,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
vang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalu
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

_bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratf, teknis,
dan kelayakan yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b dan ¢ di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
tentang Pemberian lzin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al

Barokah Kabupaten Empat Lawang,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301),
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
-publik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 157,

(Lembaran Negara R
Negarn Republik Indonesia Nomor 4586),

Tambahan Lembaran
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tnhu_n
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1496) scbagnimans teluh diubah dengan Peraturan
42 Tabun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
2013 Nomaor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomnor 5410),

Nonnar
Pemenntah  Nomo

4 Peralnran
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Menctapkan

KESATLU

KREDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSBKAN :

KEPUTUBAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINS] SUMATERA BELATAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL
ATHFAL AL BAROKAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Membenkan izin operasional  pendirian madrasah kepada
Raudhatul Athial sebagnimana tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang
bersangkutan wajib

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal
kepada Kepala Kantor Kementenan Agama Yang memuat
paling sedikit perkembangan jumlah peseria didik,
pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA
kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud [hktum
KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka zin

operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaiman:
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuh
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikar
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktun
KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, mak:

1zin  operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktun
KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 27 September 2019

Dipinda dengan camscamer



4. Pernturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendudikan Dasar (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negarn Republik

Indonesin Nomor 4863);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia

Nomor 4864);

6. Peraturan  Pemenntah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gurd
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1),

7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggarnan Pendidikan  (lLembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sckolah Dasar/Madrasah
Ibtidaivah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,

dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sckolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

12 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) scbagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
MEMUTUSKAN ...
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AMPIRAN
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TENTANG

PEMBERIAN 1ZIN PENDIRIAN RAL
AU . : JTDHATUL ‘AL AL
KABUPATEN EMPAT LAWANG ATHFAL AL BAROKAH

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 |Nama Madrasah RA. AL BAROKAH J

b

Nomor Statistik Madrasah 101216110009

3 |Alamat Madrasah I SIMPANG ENDALO k

Desa / Kelurahan Muara Danau
Kecamatan Lintang Kanan
Kabupaten Empat Lawang
Provinsi Sumatera Selatan

4 |Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN AL BAROKAH

5 | Akte Notaris Organisasi No. 15 M.RUSYDI Tanggal 14 Desember
Penyeclenggara 2000 -

6 |Pengesahan Akte Notaris C-20.HT.03.01-TH.1995 Tanggal 14
Organisasi Penyelenggara Desember 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH
'KEMENTERIAN A
PROVINSI SUMATERA SELATAN
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